WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 29 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian hibah dan bantuan
sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 298
ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu mengubah Peraturan
Walikota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2012 tentang
Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi.

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman dan
Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Pemerintah Kota Bukittinggi.

Mengingat 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi = Kemasyarakatan; (Lembaran  Negara

Republik Indonesia 2013 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang — Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);



Menetapkan

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Kuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008
tentang Hibah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 541);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukitinggi Tahun 2008
Nomor 03);

Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2012
tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 29 TAHUN
2012 TENTANG PEDOMAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KOTA
BUKITTINGGI.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi

Nomor

29 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Prosedur

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota
Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor
29), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2, angka 7, angka 23, angka 26 dan
angka 28 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

Daerah adalah Kota Bukittinggi.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Bukittinggi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan
rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Bukittinggi.

Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.

Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bukittinggi

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan wuang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan
Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris
Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai
dengan kebutuhan.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan
Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelola APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah (BUD).

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas
sebagai bendahara umum daerah.

Kuasa Bendaharawan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah satuan kerja yang
melaksanakan pengelolaan APBD di Kota Bukittinggi.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya SKPD
adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Bukittinggi.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

Rencana kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya
disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran
SKPKD selaku Bendaharawan Umum Daerah

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi program, kegiatan dan
anggaran SKPD.

Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran PPKD  yang
selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen
pelaksana anggaran SKPKD selaku Bendahara Umum
Daerah.

Dokemen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang
memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna
anggaran.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari
Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat atau
Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negfara/
Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan
Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,



24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk
menunjang  penyelenggaraan urusan pemerintah
daerah.

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa
uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan
untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko
sosial.

Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat
menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang
ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat sebagai dampak krisis sosial, Kkrisis
ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana
alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial
akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam
kondisi wajar.

Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau
kelompok masyarakat yang berdomisili di Daerah.

Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang
perorangan/ satuan masyarakat yang membentuk
suatu wadah yang dibentuk atas prakarsa orang
perorangan/ satuan masyarakat tersebut untuk
menjalankan sebuah kegiatan bersama yang berdomisili
di Daerah.

Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang
didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela
berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan,
kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi
dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila.

Pribadi adalah perseorangan/individu warga negara
Indonesia yang bertempat tinggal atau berdomisili di
Daerah.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang
terdiri dari suami-istri, suami-istri dan anaknya, ayah
dan anaknya atau ibu dan anaknya dan/atau orang lain
yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang
berdomisili di Daerah.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi SKPD.



33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang
selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat
penatausahaan keuangan DPKAD yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan SKPKD.

Pejabat  Penatausahaan Keuangan SKPD yang
selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD

Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional
yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan transaksi PPKD.

Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pejabat fungsional
yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan transaksi SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD
yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari
suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang
selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang
diajukan oleh  Bendahara  Pengeluaran  untuk
permintaan pembayaran atas transaksi yang dilakukan
dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu
pembayaran tertentu.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya
disingkat SPM-LS, adalah dokumen yang
digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D-LS atas
beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang
selanjutnya disingkat SP2D-LS, adalah dokumen yang
digunakan sebagai dasar pencairan dana yang
diterbitkan BUD/Kuasa BUD kepada pihak ketiga
berdasarkan SPM-LS.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Walikota untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya
disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima
hibah.



2.

44. Pakta Integritas adalah pernyataan secara tertulis dari

penerima  hibah/penerima bantuan sosial yang
menerangkan bahwa penerima hibah/penerima bantuan
sosial akan menggunakan hibah/bantuan sosial yang
diterimanya sesuai dengan NPHD /usulan.

Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 diubah,
sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 4

Hibah diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah.

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja
urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran
program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai
urgensi dan kepentingan Daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk
masyarakat.

Kriteria pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan tidak secara
terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan
kemampuan keuangan Daerah kecuali ditentukan
lain oleh peraturan perundang-undangan;

c. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah
dalam mendukung terselenggaranya fungsi
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
dan

d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Ketentuan Pasal S5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 5

Penerima Hibah adalah :

a.
b.
C.

Pemerintah Pusat;
Pemerintah Daerah lain;

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah; dan/atau

Badan, lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia.



4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(5)

Pasal 6

Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada
satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non
kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah.

Hibah kepada Pemerintah Daerah lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada
daerah otonom baru hasil pemekaran daerah
sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-
undangan.

Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam
rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam
rangka meneruskan hibah yang diterima Pemerintah
Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diberikan kepada :

a. Badan dan Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat
nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. Badan dan Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat
nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki
Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan Menteri
Dalam Negeri, Gubernur atau Walikota; atau

c. Badan dan Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat
nirlaba, sukarela, bersifat sosial kemasyarakatan
berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan
keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat
dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan
atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau
Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.

Hibah kepada Organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan
badan hukum dari Kementerian yang membidangi
urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



5.
6.

Ketentuan Pasal 7 dihapus.

Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8
berbunyi sebagai berikut;

(1)

(3)

Pasal 8

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan
dan lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, menyampaikan usulan secara tertulis
kepada Walikota melalui SKPD terkait.

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari:
a. surat permohonan;

b. proposal rencana program/kegiatan yang akan
dilaksanakan atau barang/jasa yang dibutuhkan;dan

c. rencana anggaran biaya.

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji serta
dievaluasi oleh SKPD terkait yang membidangi.

Ketentuan ayat (2) Pasal 9 dihapus, diantara ayat (2) dan
ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (3)
diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 9

SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Dihapus

(2a) Usulan hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana

(3)

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) akan dikaji dan
dievaluasi apabila memenuhi persyaratan:

a. memiliki kepengurusan yang jelas di Daerah;
b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah; dan

c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Daerah.

Usulan Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) akan
dikaji serta dievaluasi apabila memenuhi persyaratan
sebagai berikut :

a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi
urusan hukum dan haka asasi manusia paling
singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan;



8.

0.

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi
daerah;dan

c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.

Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14
berbunyi sebagai berikut :

(1)

(3)

Pasal 14

Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak
langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah dan
rincian obyek belanja hibah pada PPKD.

Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah lain;

c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah; dan/atau

d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan
yang berbadan hukum Indonesia.

Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok
belanja langsung yang diformulasikan dalam program
dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja
barang dan jasa, objek belanja hibah barang atau jasa
dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang
diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada
SKPD.

Ketentuan ayat 1 (satu) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan
mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Hibah dalm bentuk barang/jasa dilaksanakan
melalui mekanisme pengadaan barang/jasa
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pencairan Hibah dalam bentuk wuang kepada
pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (1) dilakukan setelah penerima Hibah
menyampaikan nomor register hibah atas Hibah yang
diterimanya dan validasi penggunaan rekening
penampung dana hibah oleh kementerian terkait sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

10



10. Ketentuan ayat (3) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28
berbunyi sebagai berikut:

(1) Bantuan Sosial diberikan sebagai bagian dari upaya
Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi dan/ atau
meminimalisir resiko sosial pada masyarakat.

(2) Bantuan Sosial diberikan kepada anggota/ kelompok
masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah.

(3) Bantuan Sosial diberikan setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 9 Mei 2016

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 9 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 NOMOR 10
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